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PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

DINAS KESEHATAN

UPTD KHUSUS RSUD dr. SOEKARDJO
Jalan Rumah Sakit, Nomor 33, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat 46113

Telp. (0265) 331683, Fax, (0265) 331747
Laman ; rsud.tasikmalayakota.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEKARDJO
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 700.1.2.4/Kep- 28 -IPKRS/2026

TENTANG

TIM PENERIMA INFORMASI DAN PENANGANAN PENGADUAN

PADA UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEKARDJO

KOTA TASIKMALAYA

DIREKTUR VPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEKARDJO KOTA TASIKIOALAYA,

Menimbang : a. bahwa Tim Pemberi Informasi, Penanganan Keluhan dan
Pengaduan yang telah ditetapkan dengan Keputusan
Direktur Nomor : 445/Kep- 110 -Yan/2023, perlu
dilakukan perubahan dan penyesuaian untuk
pelaksanaan penanganan keluhan dan pengaduan di
rumah sakit;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan
Direktur tentang Tim Penerima Informasi Dan
Penanganan Pengaduan Pada UPTD Khusus Rumah Sakit
Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tamb^an
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2026
tentang Rumah Seikit;












